Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN

DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan
Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha sudah tidak
sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan
hukum, sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pencabutan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar
Periksa Kebijakan Persaingan Usaha;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008
tentang Perubahaan atas Keputusan Presiden Nomor 75
Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN
PERSAINGAN USAHA.
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Pasal 1
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan
Persaingan Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD AFIF HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Dokumen ini telah ditandatangani
secara, elektronik ‘menggunakan
LT AR
Fr ;

sertifikat eleldtronikc yang diterbitkan
oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE),
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